
 

 
 

 

 

GUBERNUR PAPUA 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA 

 

NOMOR   84  TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 27 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

Lampiran : 1 (satu). 
 

GUBERNUR PAPUA, 
 

Menimbang  : a.  bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 
2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 

27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Papua Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan;  

  b. bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan 
landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 untuk 
menyusun rancangan perubahan APBD Tahun 2024; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2023 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi 
Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan 
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 
238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, 
Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan 

Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

23. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan 

Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201); 

24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53); 

25. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Papua Tahun 2013 Nomor 21); 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59); 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 18/PMK.07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan 
Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 197); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);  

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  
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38. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024- 

2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5); 

39. Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 

2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 27); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR PAPUA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 (Berita Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut : 

 

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2A, 
yang berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2A 
 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
menunjukan adanya ketidaksesuain dengan keadaan meliputi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan 
daerah, kerangka ekonomi daerah dan sub keuangan daerah, rencana 

program, kegiatan dan sub kegiatan; dan 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus 
digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan pemahaman kegiatan 

dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. 

(2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, perlu ditindaklanjuti 
dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah 

sebagai pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. 

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut : 

a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi 

pemerintah maupun masyarakat; 

b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra 
Perangkat Daerah; 

c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang 

mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau 

d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan 
sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap 
pencapaian hasil (outcome) program.  

(4) Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil 
kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Ketua DPRP tentang 
penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. 

 

(5) RKPD ………/6 
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(5) RKPD memuat rancangan kerangka daerah, kebijakan keuangan daerah, 

prioritas Pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

Daerah untuk mendorong partisipasi Masyarakat. 

(6) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Sistematika Penulisan dan 
Maksud dan Tujuan; 

b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, terdiri dari Capaian 

Realisasi Organisasi Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 
2024 dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan 

II Tahun 2024; 

c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, terdiri dari Gambaran 
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dan Kebijakan Belanja Daerah 
Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus; 

d. Prioritas dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri 

dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan; 

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan 

f. Penutup. 

(7) Uraian Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 

 

Ditetapkan di Jayapura 
pada tanggal 23 Juli 2024                         

              
Pj. GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM 
  

  

Diundangkan di Jayapura 
pada tanggal 24 Juli 2024 

    Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 
   Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 84 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Plh. KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 
 

NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum 
NIP. 19741205 200212 1 007 

 
 
 

 
 

 
 



 


